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BAB I 

PENDAHULUAN 

Di era sistem desentralisasi seperti saat ini, pemerintah 
daerah terus melakukan terobosan untuk mencapai 
pembangunan daerahnya di segala bidang.(Aziz & Arnold, 2003) 
Pemerintah daerah tidak hanya menggalakkan sisi ekonomi 
masyarakat belaka (Ali & Alam, 2012), tetapi juga menyentuh 
sendi kehidupan beragama. Salah satu dari terobosan yang marak 
dilakukan oleh sekian pemerintah daerah adalah ikut serta secara 
langsug dalam pengelolaan pendidikan keagamaan Islam, di 
antaranya madrasah diniyah takmiliyah. Perda dan atau 
perbup/perwali dibuat oleh sekian banyak pemerintah daerah 
untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya agar pendidikan 
madrasah diniyah semakin efektif dan efisien dalam mendukung 
pencapaian pembangunan daerah (Ismail, 2017). 

Hal yang serupa juga dilakukan oleh pemerintah 
kabupaten Sampang, di mana pada tahun 2019 telah 
mengeluarkan peraturan daerah nomor 7 tahun 2019 tentang 
madrasah diniyah. Secara umum perda ini dikeluarkan sebagai 
bukti bahwa pemerintah kabupaten Sampang memiliki sense of 
crisis terhadap madrasah diniyah. Pemerintah kabupaten 
Sampang menunjukkan political will sekaligus political action-nya 
terhadap masyarakat. Karena meskipun madrasah diniyah 
bebrbasis masyarakat bukan berarti pemerintah daerah tidak 
berkesempatan untuk berkontribusi, bahkan di era otonomi 
daerah saat ini pemerintah daerah dapat lebih banyak melakukan 
improvisasi pengelolaan pemerintahan yang sejalan dengan 
dinamika dan problematika social (Aziz & Arnold, 2003). 

Meski demikian, bukan berarti kebijakan pemerintah 
daerah dalam penyelenggaraan pendidikan keagamaan 
merupakan konsensus dalam tata kelola kebijakan. Karena 
sesungguhnya pendidikan keagamaan Islam belum termasuk ke 
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BAB II 

POLITIK DAN PENDIDIKAN ISLAM 

Bahwa kajian ini merupakan studi kebijakan, di mana 
dalam memahami suatu kebijakan publik diperlukan pemahaman 
awal atau minim tentang politik, lebih tepatnya adalah politik 
pendidikan Islam. Oleh karenanya dalam bahasan ini disertakan 
sub tentang relasi politik dengan pendidikan Islam, dan relasi 
pemerintah daerah dengan pendidikan keagamaan Islam. 

Menurut Kimbrough, Sebagaimana dikutip oleh 
Kharisul Wathoni, bahwa politik pendidikan adalah proses 
pembuatan keputusan-keputusan penting dan mendasar dalam 
bidang pendidikan baik di tingkat lokal maupun di tingkat 
nasional (Wathoni, 2013). Dari penjelasan tersebut kemudian 
dapat ditarik pada ranah pendidikan Islam, bahwa kajian tersebut 
memiliki fokus pendidikan Islam, bukan pendidikan secara 
umum, melainkan pendidikan yang spesifik di dalam Islam. Yakni, 
relasi antara negara dengan pendidikan yang berupa pendidikan 
yang dialami oleh umat Islam, pendidikan mengenai agama Islam, 
pendidikan yang berlangsung di kalangan umat Islam, atau 
pendidikan yang diinginkan oleh umat Islam (Arifi, 2010). Jadi 
pendidikan Islam dalam konteks politik pendidikan merupakan 
wilayah yang tidak dapat dibatasi oleh praktik pendidikan 
melainkan hanya dibatasi oleh eksistensi umat Islam di dalamnya. 
Jadi secara ringkas dapat dikatakan bahwa politik pendidikan 
Islam adalah aktifitas negara maupun masyarakat dalam 
pembuatan keputusan pokok untuk melakukan perubahan di 
dalam pendidikan Islam. 

Menurut Sirozi, (politics of education) adalah kajian 
tentang hubungan antara proses perumusan berbagai tujuan 
pendidikan dengan strategi pencapaiannya (Sirozi, 2010). Lebih 
lanjut M. Sirozi menjelaskan bahwa politik pendidikan sebagai 
disiplin ilmu memiliki fokus tentang kekuatan yang 
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BAB III 

ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH 

A. Teori Kebijakan: Perumusan, Implementasi, dan Evaluasi 

Kebijakan adalah rincian rencana tentang bagaimana 
sesuatu akan dilakukan (Collin, 2004). Kebijakan juga dapat 
dipahami sebagai suatu rancangan tindakan dengan tujuan 
tertentu, yang hendak dilaksanakan oleh aktor kebijakan dengan 
orientasi menyelesaikan masalah atau urusan tertentu (Hosio, 
2006). Menurut Harold Laswell dan Abraham, Kaplan kebijakan 
publik merupakan program dengan proyeksi nilai, tujuan, dan 
praktek tertentu (Nugroho, 2014).  Menurut Jenkins, kebijakan 
merupakan kumpulan keputusan yang memiliki keterkaitan satu 
dengan lainnya dalam penetapan tujuan dan strategi 
pencapaiannya (Rohman & Wiyono, 2010). Menurut James 
Anderson, kebijakan publik adalah berbagai kegiatan dengan 
maksud atau tujuan tertentu yang akan dilaksanakan oleh 
seorang atau sekelompok aktor dalam suatu permasalahan 
tertentu (Agustino, 2012). Menurut Thomas R. Dye, kebijakan 
publik adalah hal-hal yang dilakukan pemerintah, sebab-sebab 
dilakukan, serta hasil yang hendak dicapai (Nugroho, 2014). 
Menurut David Easton kebijakan publik merupakan akibat dari 
aktivitas pemerintah (Nugroho, 2014). Di dalam sebuah kebijakan 
publik terdapat aktifitas mengidentifikasi dan menganalisis 
desain, kerangka ide dan instrument. Identifikasi dan analisis 
kebijakan publik menghasilkan tujuan, dasar pemikiran, alat, 
pelaksana, dan asumsi-asumsi terkait (Sidney, 2015). Oleh karena 
itu, suatu kebijakan publik mengandung enam hal: aturan main, 
rumusan aktifitas, aktifitas, aktor, publik, dan dampak (Nugroho, 
2014). Sedangkan publik merupakan manusia dan aktifitasnya 
yang dianggap pernting untuk dikelola dan diatur sedemikian 
rupa oleh pemerintah maupun komunitas, atau setidaknya oleh 
tindakan social (Parsons, 2014).  
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BAB IV 

MADRASAH DINIYAH TAKMILIYAH 

A. Pengertian Madrasah  Diniyah  

Pengertian tentang Madrasah Diniyah dapat kita lihat 
pada beberapa literatur, antara lain menurut Karel A. Steenbrink, 
madrasah ini (madrasah diniyah awaliyah, wustho, dan aliyah) 
dimaksudkan sebagai lembaga yang disediakan bagi anak-anak 
yang pada waktu pagi pergi ke sekolah umum (Steenbrink, 1994). 
Menurut Departemen Agama RI, Madrasah Diniyah adalah satu 
lembaga pendidikan keagamaan pada jalur luar sekolah yang 
diharapkan mampu secara terus menerus memberikan 
pendidikan agama Islam kepada anak didik yang tidak terpenuhi 
pada jalur sekolah yang diberikan melalui sistem klasikal serta 
menerapkan jenjang pendidikan (D. Agama, 2000).  

Sejalan dengan munculnya kategorisasi madrasah 
diniyah antara lain madrasah diniyah takmiliyah, maka Kemenag 
RI memberikan pengertian bahwa madrasah diniyah takmiliyah 
merupakan salah satu lembaga pendidikan keagamaan Islam di 
luar pendidikan formal yang diselenggarakan terstruktur dan 
berjenjang sebagai pelengkap pelaksanaan pendidikan 
keagamaan (D. Agama, 2000). 

Sedangkan menurut Headri Amin, Madrasah Diniyah 
adalah madrasah-madrasah yang seluruh mata pelajaranya 
bermaterikan ilmu-ilmu agama, yaitu fiqih, tafsir, tauhid dan 
ilmu-ilmu agama lainya (Amin, 2004). Memperbanyak ilmu 
agama merupakan sebagian besar tujuan dari pembelajaran di 
madrasah diniyah. Merujuk pada hadits : 

 ,Al-Bantani)من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين )حديث شريف ( 

tt) 
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BAB V 

SELAYANG PANDANG KABUPATEN SAMPANG 

Setelah kerajaan Madura di Sampang runtuh, terdapat 
penguasa baru di wilayah Madura bagian Barat hingga tahun 
1885 dan berakhirlah sistem kerajaan di Sampang. Selanjutnya 
Sampang menjadi daerah jajahan, pertama menjadi jajahan 
Belanda dari tahun 1885 sampai dengan tahun 1942, kedua 
diduduki oleh militer Jepang dari tahun 1942 sampai dengan 
tahun 1945, maka tahun 1945 Sampang menjadi daerah merdeka 
di bawah naungan Negara Republik Indonesia (Disperpusip, 
2022). 

Menurut data kearsipan, Kabupaten Sampang dipimpin 
oleh Bupati mulai Tahun 1950, dengan rincian masa 
kepemimpinan sebagai berikut:(D. P. dan K. K. Sampang, 2022) 

1) Moh. Iksan, 1950-1952, dilantik pada masa 
pemerintahan Presiden Soekarno; 

2) Suharjo, 1952-1957, dilantik pada masa 
pemerintahan Presiden Soekarno; 

3) Achmad Zaini, 1957-1859, dilantik pada masa 
pemerintahan Presiden Soekarno; 

4) Walihadi, 1959-1965, dilantik pada masa 
pemerintahan Presiden Soekarno; 

5) Hafidz Suroso, 1966-1971, dilantik pada masa 
pemerintahan Presiden Soekarno; 

6) Yusuf Unik, 1971-1978, dilantik pada masa 
pemerintahan Presiden Soeharto; 

7) Mursim, 1978-1985, dilantik pada masa 
pemerintahan Presiden Soeharto; 
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BAB VI 

LATAR BELAKANG PERDAKAB SAMPANG NO. 7 TAHUN 2019 
TENTANG MADRASAH DINIYAH TAKMILIYAH 

Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 
2019 tentang Madrasah Diniyah Takmiliyah tidak lahir begitu 
saja, melalui proses baik sosial, politik, hukum dan lainnya. Perda 
ini sebagai kebijakan lahir dari proses sosial politik yang sekaligus 
merupakan respon terhadap realitas yang berkembang saat ini. 
Perda ini lahir dari suatu proses politik karena melibatkan banyak 
pihak dari institusi politik hingga masyarakat luas. Perda ini 
memiliki legal standing karena menjadi rujukan bagi pemerintah 
Kabupaten Sampang di dalam melaksanakan program-
programnya yang terkait dengan Madrasah Diniyah. Di bawah ini 
akan dijelaskan beberapa faktor yang menjadi latar belakang 
lahirnya perda ini, antara lain: Implementasi Desentralisasi 
Pemerintahan; Implementasi New Public Management; Respon 
Hasil Identifikasi Persoalan, Kebutuhan, dan Arpirasi, dan Aspirasi 
Rakyat; dan Realitas Madrasah Diniyah, secara terperinci sebagai 
berikut: 

1. Implementasi Desentralisasi Pemerintahan 

Menurut Cheema dan Rondinelli, “Decentralization 
was defined as the transfer of authority, responsibility, and resources-
through deconcentration, delegation, or devolution from the center 
to lower levels of administration” (Cheema & Rondinelli, 2007). 
Menurut Veliz yang dikutip oleh Maria C. Escobar-Lemmon, 
“Decentralization  is something of an ironic policy. It 
requires the national government to give up power to 
subnational governments and to unmake the "centralist 
tradition" (Lemmon, 2006). Sedangkan dalam Undang-Undang. 
No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, Desentralisasi 
adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat 
kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Dengan 



75 

BAB VII 

SUBSTANSI DAN STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN PERDAKAB 
SAMPANG NO. 7 TAHUN 2019 TENTANG MADRASAH DINIYAH 

TAKMILIYAH 

Melihat materi kebijakan pemerintah daerah dalam 
penyelenggaran pendidikan keagamaan Islam, ditemukan 
sedikitnya ada 4 (empat) hal krusial yang menjadi konsen 
pemerintah daerah dalam upaya peningkatan kualitas 
pendidikan keagamaan Islam. Empat hal tersebut antara lain: (1) 
kurikulum/materi pendidikan keagamaan Islam; (2) kompetensi 
pendidik; (3) kesejahteraan pendidik; (4) sarana dan prasarana 
pendidikan (Ismail & Fauzi, 2022). 

Pada peraturan daerah maupun peraturan bupati/wali 
kota, pemerintah daerah mencantumkan materi pendidikan yang 
seharusnya diberikan kepada peserta didik. Hal ini dilakukan oleh 
pemerintah daerah, agar masyarakat mendapatkan jaminan 
penyelenggaraan pendidikan keagamaan Islam yang sesuai 
dengan tujuan pendidikan yang hendak dicapai. Penyelenggara 
pendidikan keagamaan Islam pun akan terbantu dengan 
ketentuan kurikulum ini, karena dengan begitu mereka 
mendapatkan pegangan legal dalam operasional kurikulum 
pendidikan (Ismail & Fauzi, 2022). 

Sorot kebijakan pemerintah daerah ini pula tertuju 
pada peningkatan kompetensi pendidik, peningkatan 
kesejahteraan pendidik, dan terpenuhinya kebutuhan sarana dan 
prasarana pendidikan. Tiga hal ini dianggap penting, karena 
ketiganya sangat korelatif terhadap pelaksanaan kurikulum dan 
pembelajaran serta siginfikan sekali terhadap pencapaian tujuan 
pendidikan. Oleh karenanya, keinginan pemerintah daerah untuk 
meningkatkan kompetensi, kesejahteraan, dan sarana prasarana 
sangatlah relevan dengan upaya peningkatan mutu pendidikan 
keagamaan Islam. Permasalahan pokok dari lembaga Pendidikan 
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BAB VIII 

IMPLEMENTASI PERDAKAB SAMPANG NO. 7 TAHUN 2019 
TENTANG MADRASAH DINIYAH TAKMILIYAH 

1. Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru 
Swasta (BPPDGS) 

Implementasi kebijakan Pemerintah Kabupaten 
Sampang dalam penyelenggaraan Madrasah Diniyah yang 
bertolak pada Perdakab Sampang Nomor 7 Tahun 2019 tentang 
Madrasah Diniyah Takmiliyah dapat dilihat dari beberapa 
program, kegiatan dan alokasi anggaran dari APBD untuk 
kepentingan madrasah diniyah.  

Rencana Pemerintah Kabupaten Sampang untuk tahun 
2020 tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sampang 
Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun 2020, untuk tahun 2021 tertuang dalam Peraturan 
Daerah Kabupaten Sampang Nomor 12 Tahun 2020 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021, 
sedangkan untuk tahun 2022 tertuang dalam Peraturan Daerah 
Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun 2022 beserta lampirannya. Peraturan daerah ini 
kemudian dijabarkan dalam peraturan bupati. Peraturan Bupati 
Sampang Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, 
Peraturan Bupati Sampang Nomor 89 Tahun 2020 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2021, dan  Peraturan Bupati Sampang Nomor 55 Tahun 
2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2022 beserta lampirannya. Di mana di 
dalam peraturan bupati tersebut dicantumkan program, kegiatan 
dan alokasi anggarannya yang diantaranya akan disalurkan untuk 
kepentingan madrasah diniyah di kabupaten sampang.  
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BAB IX 

IMPLIKASI PERDAKAB SAMPANG NO. 7 TAHUN 2019 TENTANG 
MADRASAH DINIYAH TAKMILIYAH TERHADAP KUALITAS 

PENYELENGGARAAN MADRASAH DINIYAH 

Sebuah kebijakan diputuskan dan dilaksanakan untuk 
mencapai beberapa tujuan atau minimalnya memberikan 
implikasi tertentu. Implikasi ini dimaksudkan sebagai dampak 
positif terhadap penyelesaian problem-problem tertentu. Dari 
hasil analisis data didapatkan bahwa kebijakan Peraturan Daerah 
Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Madrasah 
Diniyah Takmiliyah ini memiliki implikasi terhadap pengelolaan 
madrasah diniyah: (1) penguatan institusi; (2) peningkatan 
kualitas proses dan hasil pembelajaran; dan (3) menjadi 
instrumen perwujudan visi misi pemerintah daerah “Sampang 
Hebat Bermartabat”. Ketiga implikasi tersebut dapat dijelaskan 
sebagai berikut: 

1. Penguatan Institusi 

Madrasah diniyah memiliki peran dan fungsi yang 
sangat strategis dalam dunia pendidikan khusunya dalam 
pendidikan keagamaan Islam. Madrasah diniyah yang merupakan 
lembaga pendidikan keagamaan Islam memiliki kajian khusus 
yakni kajian ilmu keagamaan Islam. Oleh karena itu, dalam 
konteks penguatan keimanan dan ketaqwaan peserta didik 
sangatlah menentukan.  

Kebijakan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan 
madrasah diniyah bertujuan untuk mencegah siswa putus 
sekolah pada pendidikan Madrasah Diniyah, membantu siswa 
yang mengalami kesulitan memperoleh layanan pendidikan yang 
disebabkan oleh kondisi ekonomi, geografi, demografi, gender 
maupun alasan sosial budaya lainnya, membantu siswa untuk 
memperoleh layanan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi, 
meningkatkan kualitas pembelajaran, meningkatkan keimanan 
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BAB X 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Dari uraian teori, temuan dan hasil pembahasan dalam 
penelitian ini dapat ditarik kesimpulan: 

1. Lahirnya kebijakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 
tentang Madrasah Diniyah Takmiliyah dilatarbelakangi oleh: 
(a) Implementasi Desentralisasi Pemerintahan; (b) 
Implementasi New Public Management; (c) Respon Hasil 
Identifikasi Persoalan, (d) Kebutuhan, dan Arpirasi, dan 
Aspirasi Rakyat; dan (e) Realitas Madrasah Diniyah; 

2. Susbtansi perda ini merupakan pengaturan pengelolaan 
madrasah diniyah di kabupaten Sampang yang meliptui: (a) 
kurikulum/materi pendidikan keagamaan Islam; (b) 
kompetensi pendidik; (c) kesejahteraan pendidik; dan (d) 
sarana dan prasarana pendidikan; 

3. Implementasi kebijakan perda ini dalam bentuk: (a) 
Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah 
dan Guru Swasta (BPPDGS); (b) Sinergi stake holders 
madrasah diniyah; dan (c) Keterlibatan Masyarakat dalam 
Perumusan Kebijakan Strategis; 

4. Perda ini berimplikasi terhadap madrasah diniyah dalam 
bentuk: (a) penguatan institusi; (b) peningkatan kualitas 
proses dan hasil pembelajaran; dan (c) menjadi instrumen 
perwujudan visi misi pemerintah daerah “Sampang Hebat 
Bermartabat”. 

B. SARAN 

Penelitian ini juga menemukan beberapa hal yang 
dapat direkomendasikan kepada para pemangku kebijakan di 
Kabupaten Sampang dalam kaitannya dengan pengelolaan 
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